GUBERNUR RIAU PUSING, TUNDA BAYAR RP 2,2 TRILIUN,
TERBESAR SEPANJANG SEJARAH

Sumber gambar:
https://asset.kompas.com/crops/5SbMtULZmOHcYU6VVgPNRI56yGE0=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/
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Gubernur Riau, Abdul Wahid dibikin pusing tujuh keliling menghadapi kondisi
keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun
serta tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun.

Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) vyang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu
(12/3/2025), Abdul Wahid mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu
sepanjang sejarah Riau.

"Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda
bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi
Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?" ujar Abdul.

Oleh karena itu, Abdul mempertimbangkan memangkas Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.
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Selain TPP, pengurangan anggaran juga akan dilakukan pada biaya perjalanan dinas,
konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion
(FGD).

Abdul menjelaskan bahwa belanja pegawai di Riau telah mencapai 38 persen dari
total anggaran, padahal seharusnya tidak melebihi 30 persen.

la menegaskan bahwa TPP merupakan tambahan di luar gaji yang seharusnya
diberikan berdasarkan beban kerja, bukan sekadar formalitas.

Setiap bulan, Pemprov Riau mengeluarkan Rp 85 miliar untuk membayar TPP.
Dengan kondisi keuangan yang sulit, kebijakan pemangkasan ini dianggap sebagai langkah
rasional agar bebas fisikal tidak semakin berat.

“Kita harus rasional. Kalau situasi keuangan normal, tentu tidak masalah. Tapi kalau
terus seperti ini, Riau bisa bangkrut. Saya tidak mau daerah ini gagal,” ujar Abdul Wahid.

Sumber berita:

1. https://regional.kompas.com/read/2025/03/14/125126078/gubernur-riau-pusing-tunda-
bayar-rp-22-triliun-terbesar-sepanjang-sejarah, “Gubernur Riau Pusing, Tunda Bayar
Rp 2,2 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah”, 14 Maret 2025; dan

2. https://www.cakaplah.com/berita/baca/121247/2025/03/13/abdul-wahid-pusing-tujuh-
keliling-belum-pernah-sejarah-riau-alami-tunda-bayar-hingga-rp22-
triliun#sthash.pFTUfYEP.dpbs, “Abdul Wahid Pusing Tujuh Keliling, Belum Pernah
Sejarah Riau Alami Tunda Bayar Hingga Rp2,2 Triliun”, 13 Maret 2025.

Catatan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui
Tahun Anggaran sebagai berikut.
1. Ketentuan Umum
a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100%
pada tahun berkenaan;
2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa
termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
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4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang

telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan

tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan

barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran.

. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah

dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai
berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa
keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa
dan/atau pengguna barang dan jasa;

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;
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4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai
dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan
APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus
dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan
dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran
diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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